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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Pemalang. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen kepemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan good governance dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA – SKPD yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 
Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warungpring, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka sebagai Perangkat Daerah  Kabupaten Pemalang diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2011-2016 yang mampu memberikan gambaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,  program  dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator  penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Kecamatan Warungpring tahun 2011-2016 merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahun.                                                     

1.2 LANDASAN HUKUM 

Penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring  Tahun 2011-2016, berlandaskan pada : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan Negara;    

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2011; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Agustus 2005 Nomor : 050/2020/SJ perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Pemalang Tahun 2011-2016.
1.3   MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis  Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Warungpring  dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Warungpring setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Warungpring  Tahun 2011-2016  disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang  dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang.

2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Warungpring  dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Warungpring  untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
1.4  SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan  Warungpring Tahun 2011-2016   adalah sebagai berikut :
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BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR CAMAT Warungpring 

2.1  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Warungpring dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Kecamatan Kabupaten Pemalang. dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 55) serta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 96 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan  Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 96).  
         Sesuai   Keputusan Bupati Pemalang No 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kecamatan Warungpring mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan  Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut, kecamatan juga mempunyai fungsi , yang meliputi :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya ;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan ;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan sebuah Perangkat Daerah, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Camat ;
2. Sekretaris Camat, yang membawahi  :
2.1     Sub Bagian Perencanaan
2.2 Sub Bagian Umum 
2.3 Sub Bagian Keuangan

3.   Kepala Seksi Tata Pemerintahan ;
4.   Kepala Seksi PMD ;
5.   Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6.   Kelompok Jabatan Fungsional

Eselonering jabatan pada Kecamatan Warungpring  adalah sebagai berikut :

a. Camat
:
eselon III/a
b. Sekretaris Camat
:
eselon III/b
c. Kepala Seksi
:
eselon IV/a
d. Kepala Sub Bagian
:
eselon IV/b
Adapun struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Warungpring adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN WARUNGPRING

KABUPATEN PEMALANG








Adapun tugas masing-masing Pejabat adalah sebagai berikut:
URAIAN TUGAS

CAMAT 

       Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

	a.
	Merumuskan kebijakan teknis, program dan kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

	b.
	Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah guna mendukung penyelenggaraan   pemerintahan;


	c.
	Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;

	d.
	Menyelenggaraan pengelolaan kesekretariatan meliputi rumusan perencanaan program dan kegiatan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, organisasi, tata laksana dan rumah tangga kecamatan guna tertib administrasi ;

	e.
	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui proses perencanaan pembangunan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta dan tugas-tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan pembangunan lebih lanjut;

	f.
	Mengkoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja kecamatan dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Pemuka Agama/Tokoh masyarakat serta pihak terkait laiinya guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;

	g.
	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan guna tegaknya peraturan;

	h.
	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal terkait serta pihak swasta guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;

	i
	Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan melalui pengkoordinasian kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal terkait guna keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;

	j.
	Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan desa dan/atau kelurahan melalui pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;


	k.
	Menyelenggarakan upaya pemberdayaan masyarakat yang mencakup program peningkatan pembangunan, pendidikan dan kesejahteraan serta peningkatan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan guna memajukan kehidupan masyarakat;

	l.
	Menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangannya guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan tanah dan pembayaran pajak;

	m.
	Menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna pencapaian tujuan pemerintahan;

	n.
	Menjabarkan perintah Atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	o.
	Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

	p.
	Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara pemberian petunjuk, bimbingan, binaan dan arahan untuk peningkatan kinerja;

	q.
	Memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja;

	r.
	Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan;

	s.
	Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;

	t.
	Membuat laporan pelaksanaan tugas tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan masyarakat, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, kepala desa dan/atau lurah dan perangkat desa dan/atau kelurahan kepada Bupati secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

	u.
	Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan;

	v.
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.


URAIAN TUGAS

SEKRETARIS CAMAT

   Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut :

	a.
	Merumuskan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

	b.
	Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja, Renstra dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

	c.
	Menyelenggarakan pengelolaan urusan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, tata laksana, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;

	d.
	Menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	e.
	Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

	f.
	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas terpadu;

	g.
	Mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;

	h.
	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin sebagai bahan penilaian kinerja;

	i.
	Menganalisis data dan informasi kesekretariatan secara sistematis untuk disajikan kepada atasan;

	j.
	Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pelayanan tamu dan keprotokolan untuk tertib administrasi;

	k.
	Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada satuan unit kerja, desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;

	l.
	Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan prosedur pelayanan untuk kepuasan masyarakat;


	m.
	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

	n.
	Memberikan pelayanan kunjungan kerja, tamu kedinasan dan informasi tentang kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum untuk dipublikasikan dan didokumentasikan;

	o.
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan dan kegiatan seksi-seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan;

	p.
	Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan pelaksanaan pengawasan melekat (WASKAT) dan jenis laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib pelaporan;

	q.
	Memberikan penilaian kinerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja;

	r.
	Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

	s.
	Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

	t.
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


URAIAN TUGAS

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

     Uraian tugas Kepala Sub bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

	a.
	Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan kecamatan yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) rencana kerja dan anggaran (RKA), LAKIP, WASKAT dan dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

	b.
	Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan bahan laporan capaian kinerja dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

	c.
	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku guna disajikan kepada atasan;


	d.
	Menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	e.
	Membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu.

	f.
	Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	g.
	Mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;

	h.
	Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan sesuai tugasnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

	i.
	Memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja bawahan;

	j.
	Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

	k.
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


URAIAN TUGAS

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

   Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :

	a.
	Menyusun program dan kegiatan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

	b.
	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi;

	c.
	Menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	d.
	Membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

	e.
	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas subbag dan seksi kerja terkait untuk kelancaran tugas terpadu;

	f.
	Mengawasi pelaksanaan tugas  dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;

	g.
	Mengelola data dan informasi keuangan dan perlengkapan secara keseluruhan untuk dianalisis lebih lanjut;

	h.
	Meneliti berkas kelengkapan SPP LS, pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku untuk disahkan atasan;

	i.
	Mengelola berkas kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk disajikan kepada atasan;

	j.
	Melaksanakan verifikasi secara berkala atas pengajuan keuangan baik dari sekretariat maupun masing-masing seksi guna tertib administrasi keuangan;

	k.
	Melaksanakan pembuatan akuntansi keuangan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku guna tertib keuangan;

	l.
	Melakukan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan yang ber;aku agar diketahui jumlahnya;

	m.
	Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;

	n.
	Memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja bawahan;

	o.
	Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

	p.
	Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

	q.
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


URAIAN TUGAS

KEPALA SUBBAGIAN UMUM

     Uraian tugas Kepala Subbagian Umum adalah sebagai berikut :

	a.
	Menyusun program dan kegiatan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

	b.
	Mengelola ketatausahaan meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, pelayanan tamu, pelaksanaan rapat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

	c.
	Menyiapkan bahan pengaturan ketatalaksanaan yang meliputi penataan prosedur kerja, pengaturan tata ruang, kebersihan dan penggunaan seragam dinas serta penatalaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan;

	d.
	Melakukan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar diketahui jumlahnya;

	e.
	Menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	f.
	Membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

	g.
	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas subbag dan seksi kerja terkait untuk kelancaran tugas terpadu;

	h.
	Mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;

	i.
	Mengelola data dan informasi ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan secara makro untuk dianalisa lebih lanjut;

	j.
	Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian yang meliputi pemberkasan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;

	k.
	Menyiapkan sarana dan perlengkapan rapat koordinasi, upacara dan penyambutan tamu kedinasan dan peringatan hari-hari besar nasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	l
	Melaksanakan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar tertib pelayanan;

	m.
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai tugasnya guna kesesuaian perencanaan dan hasil yang dicapai;

	n.
	Memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja bawahan;

	o.
	Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

	p.
	Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

	q.
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


URAIAN TUGAS

KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

   Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

	a.
	Menyusun program dan kegiatan seksi tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

	b.
	Menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	c.
	Membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

	d.
	Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk  keterpaduan pelaksanaan tugas;

	e.
	Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, binaan dan arahan  untuk peningkatan kinerja;

	f.
	Menginventarisasi permasalahan  penyelenggaraan urusan pemerintahan wilayah kecamatan secara sistematis untuk dikaji lebih lanjut;

	g.
	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan urusan penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk  disajikan kepada atasan;

	h.
	Mengelola administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna tertib administrasi pemerintahan;

	i.
	Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan pelaksanaan tugas;

	j.
	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya guna peningkatan administrasi  pemerintahan;

	k.
	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga-lembaga desa sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kapasitas kelembagaan desa;

	l.
	Melaksanakan koordinasi pembinaan politik dalam negeri sesuai dengan prosedur untuk disampaikan kepada atasan ;

	m.
	Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan;

	n.
	Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberian tunjangan perangkat desa sesuai dengan ketentuan guna tertib administrasi pemberian tunjangan;

	o.
	Melaksanakan pembinaan penyusunan produk anggaran pemerintahan desa/kelurahan untuk tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan;

	p.
	Menyusun laporan semesteran monografi secara berkala sesuai dengan ketentuan guna tertib administrasi pemerintahan;

	q.
	Melaksanakan tertib administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan untuk tertib administrasi pertanahan;

	r.
	Mengelola data perangkat desa dan/atau kelurahan untuk  kebutuhan administrasi pemerintahan;

	s.
	Memberdayakan kelembagaan desa dan/atau kelurahan dengan pemberian motivasi dan bimbingan agar berperan aktif;

	t.
	Memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja;

	u.
	Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan  secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

	h.
	Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

	i.
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


URAIAN TUGAS

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

     Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 

     sebagai berikut :

	a.
	Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

	b.
	Menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	c.
	Membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

	d.
	Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk  keterpaduan pelaksanaan tugas;

	e.
	Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, binaan dan arahan  untuk peningkatan kinerja;

	f.
	Menginventarisasi permasalahan  kegiatan pembangunan wilayah  kecamatan secara sistematis untuk dikaji lebih lanjut;

	g.
	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk  disajikan kepada atasan;

	h.
	Mengelola administrasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat  sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna tertib administrasi perencanaan pembangunan;

	i.
	Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat  sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan pelaksanaan tugas;

	j.
	Melaksanakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya guna peningkatan administrasi pembangunan;

	k.
	Melaksanakan persiapan musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan unit kerja terkait, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, lembaga /organisasi kemasyarakatan guna penyusunan prioritas pembangunan;

	l.
	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial dan kemasyarakatan secara terpadu guna keberhasilan pelaksanaan tugas;

	m.
	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan, baik formal, maupun non formal  secara terpadu guna keberhasilan penyelenggaraan pendidikan;

	n.
	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga secara terpadu guna keberhasilan program pengembangan pemuda dan olahraga;

	o.
	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) sesuai dengan ketentuan  guna keberhasilan tujuan persamaan gender;

	p.
	Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemberian dukungan alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan ketentuan guna keberhasilan pembangunan desa;

	q.
	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana secara terpadu guna keberhasilan penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana;

	r.
	Melakukan pemberdayaan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan desa dan/atau keluragan guna peningkatan kapasitas lembaga desa dan organisasi kemasyarakatan;

	s.
	Memberdayakan lembaga, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat dengan pemberian motivasi dan bimbingan agar berperan aktif dalam perencanaan pembangunan desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;

	t.
	Memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja;

	u.
	Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan  secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

	v.
	Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

	w.
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


URAIAN TUGAS

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

    Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 

    sebagai berikut :

	a.
	Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

	b.
	Menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

	c.
	Membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

	d.
	Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk  keterpaduan pelaksanaan tugas ;

	e.
	Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, binaan dan arahan  untuk peningkatan kinerja;

	f.
	Menginventarisasi permasalahan  ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kecamatan secara sistematis  untuk dikaji lebih lanjut;


	g.
	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk  disajikan kepada atasan;

	h.
	Mengelola administrasi ketentraman dan ketertiban umum  sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna tertib administrasi trantib;

	i.
	Menyiapkan bahan pengkoordinasian dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku , Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya melalui musyawarah guna terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;

	j.
	Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan kewenangannya agar dipatuhi masyarakat;

	k.
	Melaksanakan persiapan pembinaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur guna peningkatan pelaksanaan tugas;

	l.
	Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan upaya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya melalui musyawarah guna terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;

	m.
	Memberdayakan lembaga masyarakat desa dan/atau kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban dengan pemberian motivasi dan bimbingan agar berperan aktif;

	n.
	Memfasilitasi penyesaian perselisihan/persengketaan warga masyarakat sesuai dengan kewenangannya guna terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan tentram;

	o.
	Mengatur petugas piket pengamanan kantor beserta lingkungannya untuk ketentraman dan ketertiban;

	p.
	Memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja;


	q.
	Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan  secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

	r.
	Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

	s.
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


Tugas-tugas tersebut mempunyai nilai yang strategis, sebab selain menyangkut upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang optimal juga berpengaruh pada peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.

2.2  SUMBER DAYA SKPD KECAMATAN WARUNGPRING
A. SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Warungpring didukung oleh personil sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Perincian  Berdasarkan Jumlah Personil

	NO
	JABATAN
	JUMLAH

	1.
	Camat
	1 orang

	2.
	Sekretaris Camat
	1 orang

	3.
	Kepala Seksi
	3 orang

	4.
	Kepala Sub Bagian
	3 orang

	5.
	Staff
	8 orang

	6.
	Sekdes PNS
	3 orang

	Jumlah
	19 orang


2. Perincian Berdasarkan Pendidikan
	NO
	JABATAN
	PENDIDIKAN
	JUMLAH

	
	
	S D
	SLTP
	SLTA
	SARMUD
	S 1
	S 2
	

	1.
	Camat 
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	2.
	Sekretaris Camat
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	3.
	Kepala Seksi
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	3

	4.
	Kepala Sub Bagian
	-
	-
	2
	    1
	-
	-
	3

	5.
	Staff
	-
	1
	6
	1
	-
	-
	8

	6.
	Sekdes PNS
	-
	1
	2
	-
	-
	-
	3

	Jumlah
	-
	2
	10
	2
	4
	1
	19


3. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

	NO
	JABATAN
	GOL. RUANG
	JUMLAH

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1.
	Camat
	-
	-
	-
	1
	1

	2.
	Sekretaris Camat
	-
	-
	1
	-
	1

	3.
	Kepala Seksi
	-
	-
	3
	-
	3

	4.
	Kepala Sub Bagian
	-
	-
	3
	-
	3

	5.
	Staf
	1
	4
	3
	-
	8

	4.
	Sekdes PNS
	1
	2
	-
	-
	3

	Jumlah
	2
	6
	10
	1
	19


4. Perincian Berdasarkan Diklat

	NO
	JABATAN
	JUMLAH
	JUMLAH

	
	
	II
	III
	IV
	

	1.
	Camat
	-
	1
	-
	1

	2.
	Sekretaris Camat
	-
	1
	-
	1

	3.
	Kepala Seksi
	-
	-
	3
	3

	4.
	Kepala Sub Bagian
	-
	-
	3
	3

	5.
	Staf
	-
	-
	-
	-

	Jumlah
	-
	2
	6
	8


5. Perincian Berdasarkan Umur
	NO
	KOMPOSISI MENURUT UMUR
	JUMLAH

	
	
	

	1.
	Umur 20 – 30 Tahun
	1

	2.
	Umur 31 – 40 Tahun
	4

	3.
	Umur 41 – 50 Tahun
	12

	4.
	Umur 51 Tahun ke atas
	2

	Jumlah
	19


B. ASSET / MODAL
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Warungpring memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kecamatan Warungpring dapat dirinci sebagai berikut :

	No.
	NAMA BARANG
	JUMLAH

	1.
	Tanah
	850 m2

	2.
	Mobil 
	1 unit

	3.
	Sepeda Motor
	12 unit

	4.
	Mesin Tik
	3 buah

	5.
	Komputer
	3 unit

	6
	Laptop
	2 unit

	7.
	Printer
	4 unit

	8.
	Stabilizer
	1 buah

	9.
	UPS
	1 buah

	10.
	Switchhub
	1 buah

	11.
	Scanner
	1 buah

	12.
	Tape Recorder/Wireles
	2 buah

	13.
	Lemari arsip 
	1 buah

	14.
	Filling Cabinet
	4 buah

	15.
	Telepon
	2 buah

	17.
	kalkulator
	2 buah

	18.
	AC
	1 buah

	19.
	Rak buku
	5 buah

	20.
	Almari Kayu
	3 buah

	21.
	Almari Besi
	2 unit

	22.
	Toa
	2 unit

	23.
	TV
	1 unit

	24.
	Meja Kursi Tamu/sofa
	2 unit

	25.
	Amplifier
	1 unit 

	26.
	Kursi Rapat kayu
	5 buah

	27.
	Kursi lipat/besi
	50 buah

	28.
	Meja kerja 
	28 buah

	29.
	Meja komputer
	1 buah

	30.
	Sound system 
	1 unit


	No.
	NAMA BARANG
	JUMLAH

	31.
	Gedung kantor
	1 unit

	32.
	Pendopo
	1 unit

	33.
	Rumah Dinas Camat
	1 unit

	34.
	Gedung TP PKK Kec, Warungpring
	1 unit

	35.
	UPK Kecamatan Warungpring 
	1 unit

	36.
	Kanopi
	1 unit


2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD
Adapun kondisi umum Kecamatan Warungpring saat ini yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

Kecamatan Warungpring yang mempunyai tugas pokok tersebut di atas, melaksanakan kewenangan pemerintahan sesuai karakteristik wilayah. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama 5 tahun (Tahun 2006 – 2011) telah menghasilkan 4 sasaran kegiatan yaitu :

1. Terselenggaranya koordinasi yang baik antar Satuan Kerja dan masyarakat.

2. Tersedianya perangkat daerah di kecamatan yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

4. Terbentuknya lembaga pemerintah desa yang mandiri.

5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang memadai.

Dari 4 (empat) sasaran tersebut telah dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja yang dihasilkan 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

	No.
	Sasaran
	Nilai Capaian 

	1.
	Terselenggaranya koordinasi yang baik antar Satuan Kerja dan masyarakat.
	97,91 %

	2.
	Tersedianya perangkat daerah di kecamatan yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
	96,20 %

	3.
	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
	97,33 %

	4. 
	Terbentuknya lembaga pemerintah desa yang mandiri.
	93,35 %

	5.
	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang memadai.
	90,50 %


Apabila dilihat dari capaian kinerja tahun terakhir tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama Tahun 2006-2011 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terkadang dijumpai.

Sesuai   Keputusan Bupati Pemalang No 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kecamatan Warungpring mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan  Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut, kecamatan juga mempunyai fungsi , yang meliputi :

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya ;

i. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

j. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

k. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

l. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

m. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan ;

n. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Berdasarkan permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh Kecamatan Warungpring , maka untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2011-2016, Kecamatan Warungpring harus dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Dengan melihat kondisi tersebut, maka untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik di Kecamatan Warungpring, diperlukan suatu kondisi yang baik yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan yang tertib, pengelolaan administrasi keuangan yang benar, pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan kualitas SDM aparatur yang semakin meningkat.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warungpring, maka untuk Tahun 2011-2016  Kecamatan Warungpring  menginginkan adanya peningkatan pelaksanaan kepemerintahan yang baik di Kecamatan Warungpring dan Pemerintah Kabupaten Pemalang pada umumnya. Untuk itu sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2011-2016  adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur

3. Meningkatnya komitmen dan motivasi aparatur

4. Berkembangnya sarana dan prasarana kecamatan

5. Berkembangnya sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman

6. Meningkatnya Perlindungan masyarakat (Linmas)

7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban kecamatan

8. Meningkatnya taraf hidup masyarakat

9. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 

10. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

11. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

12. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama

13. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan norma dan sendi–sendi agama

14. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan 

15. Meningkatnya pelayanan data, informasi dan kearsipan yang cepat , tepat dan akurat  

16. Meningkatnya budaya hukum dan hak asazi manusia.

Adapun hasil kinerja yang diinginkan selama 5 tahun (Tahun 2011-2016) dapat diwujudkan dalam program-program adalah sebagai    berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3. Program Pelayanan  Administrasi Perkantoran

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

9. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

10. Program Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Pada Kecamatan Warungpring untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai ada beberapa faktor yang menghadang yaitu baiak faktor Tantangan maupun peluang, untuk faktor Tantangan  dapat diidentifikasi antara lain :

a. Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;
b. Ketrampilan petugas pelayanan yang masih rendah ;
c. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat. 
Sedangkan faktor peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Warungpring  tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan

b. Adanya kewenangan di bidang pelayanan public

c. Tersedianya peraturan dan pedoman yang jelas
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1  IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN PELAYANAN SKPD
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 27 ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renstra SKPD diatur dengan Peraturan Daerah. Namun karena Perda dimaksud sampai saat ini belum ada, maka penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring ini berdasarkan/berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016.

Sedangkan isu-isu strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 untuk SKPD Kecamatan Warungpring mencakup:

1.
Urusan Pemerintahan
a. Masih belum optimalnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur.
b. Masih kurangnya disiplin PNS dan pelayanan administrasi;

c. Kurangnya sarana dan prasarana kantor seperti kendaraan operasional;
d. Belum akuratnya data profil desa, monografi desa dan data kependudukan.
e. Belum optimalnya fasilitasi penyusunan APBDes, Perdes, dan tertib administrasi pemerintahan desa.
f. Belum tertibnya administrasi pemerintahan kecamatan dan desa.
2.
Urusan Pembangunan dan kesra
a. Masih tingginya penduduk miskin.
b. Masih rendahnya kualitas infrastruktur pedesaan.

c. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak.

d. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan.

e. Partisipasi masyarakat belum maksimal, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat diakomodir.

f. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya.

g. Masih lemahnya pemberdayaan masyarakat, rendahnya perlindungan dan kesejahteraan sosial.

h. Belum optimalnya pengelolaan kegiatan maupun administrasi Alokasi Dana Desa (ADD). 

i. Belum optimalnya kuantitas bantuan sosial kepada masyarakat seperti Raskin, Jamkesmas, BLT, Bantuan rumah tidak layak huni,dll.
3.
Urusan ketentraman dan ketertiban umum
a. Banyaknya wilayah rawan bencana alam (tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dll.)
b. Belum optimalnya kuantitas bantuan bencana alam;
c. Masih terbatasnya SDM di seksi ketentraman dan ketertiban umum.

3.2
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.
     Kecamatan Warungpring merupakan Kecamatan termuda dari 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang yang berdiri pada tanggal 16 Agustus 2001, terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 320 meter di atas permukaan  laut.  Secara administratif sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Randudongkal, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moga, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Randudongkal.

Luas wilayah Kecamatan Warungpring 26,31 Km2 dan dilalui oleh 5 (lima) buah sungai besar, yaitu: Sungai Sodong, Sungai Bulakan, Sungai Rejasa, Sungai Bentar dan Sungai Wakung. Terdiri dari 6 Desa, 25 Dusun, 31 RW dan 192 RT.  Berdasarkan data per Juli 2011, jumlah penduduk seluruhnya ada 45.119 jiwa, yang terdiri dari 22.411 laki-laki dan 22.708 perempuan.  
Menurut mata pencahariannya, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani/pekebun, buruh tani/kebun, pedagang dan lain-lain.

Kecamatan Warungpring dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Pemalang serta Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.  
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

( Untuk penentuan isu-isu strategis sebagaimana tersebut pada lampiran buku ini).

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV.1 VISI DAN MISI

A. Visi

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas  pelaksanaan program, Kecamatan Warungpring harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tahap sebagaimana tersebut di atas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu :

· Menarik komitmen dan menggerakkan orang

· Menciptakan makna bagi kehidupan berorganisasi

· Menciptakan standar unggulan

· Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Visi  Kecamatan Warungpring Kabupaten  Pemalang  adalah :

"Terwujudnya Kecamatan  Warungpring yang tertib administrasi dalam penyelenggara 
B. Penjelasan Makna Visi 

Visi Kecamatan Warungpring sebagaimana tersebut di atas mempunyai makna, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Warungpring di masa datang akan mewujudkan clean goverment dan good governance dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis dan sejahtera. 
Penyelenggaraan pemerintahan  partisipatif, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara sinergis antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.
C. Misi
Untuk  mewujudkan visi  Kecamatan Warungpring sebagaimana  dimaksud  di atas,  haruslah  ditetapkan  suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi  pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana  perencanaan dan program suatu instansi pemerintah yang ingin dicapai.

Misi Kecamatan Warungpring adalah :     

1. Mewujudkan peningkatan pelaksanaan koordinasi ;
2. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan ;
3. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparat serta kapasitas manajemen dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
4. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan desa ;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
D. Penjelasan Makna Misi

· Makna dari misi pertama adalah bahwa untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, terarah dan keterpaduan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Hal ini dapat diwujudkan jika terdapat koordinasi yang berjalan antar stakeholder di Kecamatan Warungpring.
· Makna dari misi kedua mengandung maksud bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan , perlu dikembangkannya potensi yang ada di wilayah kecamatan pulosari baik SDA maupun SDM .
· Makna dari misi ketiga adalah bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan perlunya peningkatan profesionalisme dan kemampuan aparat dengan mengikutkan diklat maupun bimbingan teknis.
· Makna dari misi keempat adalah bahwa dalam rangka terselenggaranya  pemerintahan desa yang tertib, diperlukan adanya aparat pemerintahan desa yang  profesional, kapabel dan kredibel.untuk itu diperlukan pembinaan secara kontinyu. 
· Makna dari misi kelima adalah bahwa untuk mewujudkan paradigma baru pemerintahan, pelayanan masyarakat yang prima harus ditingkatkan baik waktu maupun kualitasnya.
E. Faktor Kunci Keberhasilan

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Warungpring mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.
Faktor-faktor penentu keberhasilan juga berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.Faktor-faktor penentu keberhasilan pada Kecamatan Warungpring dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Memanfaatkan dukungan dari pimpinan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
b. Optimalkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk membuat perencanaan pembangunan yang akuntabel

c. Memanfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mendukung tertib penyelenggaraan pemerintahan.
d. Tingkatkan keterlibatan para pelaku (stakeholders) untuk mendukung kesadaran masyarakat yang tinggi dalam  pembangunan, mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
IV.2  TUJUAN DAN SASARAN
Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat diuraikan lebih dalam tujuan dan sasaran sebagai konsidi antara sebelum tercapainya visi dan misi.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau  implementasi  dari  pernyataan  misi. Tujuan tidak  harus  dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, yaitu:
1.
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan koordinasi;

2.
Berkembangnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia   untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan;
3.
Meningkatnya profesionalisme dan kemampuan aparat serta kapasitas manajemen dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

4.
Meningkatnya kemampuan aparat pemerintahan desa ;

5.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima.
Adapun Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran organisasi Kecamatan Warungpring pada Tahun 2011-2016  :

1. Terselenggaranya koordinasi yang baik antar Satuan Kerja dan masyarakat.

2. Tersedianya sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang meningkat kualitasnya.
3. Tersedianya perangkat daerah di kecamatan yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

4. Terbentuknya lembaga pemerintahan desa yang mandiri.

5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang memadai.

IV.3  STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1.  STRATEGI
Faktor faktor kunci keberasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organiasi. Faktor faktor kunci keberhasilan  merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh  dari unsur-unsur  perencanaan straetgik. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi  landasan  kritis dalam merancang  straetgi. Secara konstruksi teroritas dilakukan dengan Metode SWOT (Strenght, Weakness, Oppotunities, and Threath ) yang  pada dasarnya  dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi.

Berikut ini adalah analisis SWOT untuk Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang:

ANALISASI SWOT
a.
 Strength (Kekuatan)

Faktor internal suatu organisasi yang dapat mendorong tercapainya peningkatan kinerja sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Untuk Kecamatan Warungpring  kekuatan yang dimiliki adalah:

1.
adanya dukungan pemimpin 

2.
adanya sarana dan prasarana yang memadai

3.
adanya program yang jelas 

4.
tingginya motivasi aparat.

b.
Weakness/Kelemahan

Dari faktor internal suatu organisasi, disadari adanya kelemahan yang berpengaruh terhadapa keberhasilan pencapaian kinerja. Pada Kecamatan Warungpring, dapat diindentifikasi adanya beberapa kelemahan sebagai berikut:

1.
kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

2.
kurangnya keterlibatan para pelaku (stakeholders) dalam perencanaan pembangunan.
3.
kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat 

4.
rendahnya disiplin aparat
c.
Opportuniyies (Peluang)

Faktor eksternal organisasi mempunyai berbagai peluang untuk mencapai tujuan organisasi seperti yang diharapkan. Pada Kecamatan Warungpring dapat diindentifikasi adanya peluang sebagai berikut:

1.
adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan.
2.
adanya kewenangan di bidang pelayanan publik 

3.
tersedianya peraturan dan pedoman yang jelas 
d.
Treats (Ancaman)

Dari faktor eksternal organisasi, selain faktor peluang didapat pula adanya ancaman. Pada Kecamatan Warungpring ancaman tersebut dapat diindentifikasi antara lain:

1.
sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah 

2.
keterampilan petugas pelayanan yang masih rendah 

3.
kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat

4.
adanya keresahan aparatur karena kurangnya sosialisasi penetapan SOTK baru.

Dari keseluruhan faktor-faktor intenal maupun eksternal tersebut, dapat dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut:

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

	KEKUATAN
	KELEMAHAN

	1. adanya dukungan pemimpin 

2. adanya sarana dan prasarana yang memadai

3. adanya program yang jelas 

4. tingginya motivasi aparat.
	1. kurangnya koordinasi dengan dinas/ instansi terkait.

2. kurangnya keterlibatan para pelaku (stakeholders) dalam perencanaan pembangunan.
3. kurangnya kemampuan dan ketram  

     pilan aparat 

4. rendahnya disiplin aparat


FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

	PELUANG 
	ANCAMAN

	1.  adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan.

2.  adanya kewenangan di bidang  pelayanan publik 

3.  tersedianya peraturan dan pedoman yang jelas 

 
	1. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah 

2. ketrampilan petugas pelayanan yang masih rendah
3. kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat

4. adanya keresahan aparatur karena kurang nya sosialisasi penetapan SOTK baru.


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR STRATEGI

	FAKTOR LINGKUNGAN
	BOBOT
	RATING
	SCORE
	PRIORITAS

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Kekuatan (Strength)

1. adanya dukungan pemimpin

2. adanya sarana dan prasarana yang memadai

3. adanya program yang jelas 

4. tingginya motivasi aparat.
	40

30

20

10
	4

3

2

1
	160

90

40

10
	I

II

III

IV

	
	100
	
	
	

	Kelemahan (Weakness)

1. kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi 
     terkait.

2. kurangnya keterlibatan para pelaku 
    (stakeholders) dalam perencanaan.

3. kurangnya kemampuan dan ketrampilan  

     aparat 

4. rendahnya disiplin aparat
	40

30

20

10
	4

3

2

1
	160

90

40

10
	I

II

III

IV

	
	100
	
	
	

	Peluang (Opportunities)

1. adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan.
2. adanya kewenangan di bidang pelayanan publik 
3. tersedianya peraturan dan pedoman yang jelas 
	40

25

20
	4

3

2
	160

75

40
	I

II

III

	
	100
	
	
	

	Tantangan (Threats)

1. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah
2. kurangnya ketrampilan petugas pelayanan. 

3. kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat

4. adanya keresahan aparatur karena kurangnya sosialisasi penetapan SOTK baru.
	40

30

20

10
	4

3

2

1
	280

90

40

10
	I

II

III

IV

	
	100
	
	
	


ANALISIS SWOT UNTUK MENCARI STRATEGI

	                  Internal  (ALI)

Eksternal (ALE)
	Kekuatan (Strength)

1. adanya dukungan pemimpin 

2. adanya sarana dan pra sarana yang memadai
	Kelemahan (Weaknesses)

1. kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
2. kurangnya keterlibatan para pelaku (stake holders) dalam perencanaan.

	Peluang (Opportunities)

1.   adanya kesadaran masya rakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangun an.

2.   adanya kewenangan di bidang  pelayanan publik 

3.   tersedianya peraturan dan pedoman yang jelas 


	Strategi SO

1. Manfaatkan dukungan dari pemimpin untuk menyeleng garakan pemerintahan dan pembangunan serta mewu-  judkan pelayanan prima.
2. Manfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mendu kung kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat da lam perencanaan dan pelak sanaan pembangunan.
	Strategi WO

1.Optimalkan koordinasi dengan dinas/instansi ter kait untuk membuat peren canaan yang akun tabel dan penyelenggaraan pemerintahan pada umum nya.
2.Tingkatkan keterlibatan pa ra pelaku (stakeholders)  untuk medukung kesadar an masyarakat yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

	Tantangan (Threats)

1. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah 

2. kurangnya data yang valid untuk perencanaan 
	Strategi ST

1. Manfaatkan dukungan dari pemimpin untuk mengatasi sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah 

2. Manfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mengatasi kurangnya data yang valid untuk perencanaan pembangunan dan belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

	Strategi WT

1. Optimalkan koordinasi dengan dinas/instansi ter kait untuk mengatasi sering terjadinya perubah an kebijakan pemerintah. 

2. Tingkatkan keterlibatan masyarakat untuk meng atasi  kurangnya data yang valid untuk perencanaan pembangunan dan belum optimalnya kualitas pelaya nan publik.


	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN FPK


	NO.
	STRATEGI
	KETERIKATAN DENGAN
	URUTAN FPK

	
	
	VISI
	MISI
	NILAI
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	
	SO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Manfaatkan dukungan dari pemimpin untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan pelayanan prima
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	34
	I

	2.
	Manfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	32
	III

	
	ST
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Manfaatkan dukungan dari pemimpin untuk mengatasi sering terjadinya perubah an kebijakan pemerintah 
	4
	3
	4
	3
	3
	4
	2
	3
	3
	29
	V

	2.
	Manfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mengatasi kurangnya data yang valid untuk perencanaan pembangunan dan belum optimalnya pelayanan publik.
	4
	2
	3
	2
	4
	2
	3
	3
	3
	26
	VIII

	
	WO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Optimalkan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait untuk membuat perencana an dan pelaksanaan pembangunan yang akuntabel
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	33
	II

	2.
	Tingkatkan keterlibatan para pelaku (stake holders) untuk mendukung kesadaran ma- syarakat yang tinggi dalam perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan.
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	4
	31
	IV

	
	WT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Optimalkan koordinasi dengan dinas/instansi 
	3
	2
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	27
	VI

	
	terkait untuk mengatasi sering terjadinya 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	perubahan kebijakan pemerintah 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Tingkatkan keterlibatan masyarakat untuk 
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	23
	VIII

	
	 mengatasi kurangnya data yang valid untuk 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Warungpring tersebut diatas  adalah sebagai berikut :

1. memanfaatkan dukungan dari pimpinan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan pelayanan prima;

2. optimalkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang komprehensif;

3. meningkatkan keterlibatan stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan;

4. kembangkan mekanisme dan manfaatkan adanya sarana prasarana untuk mendukung kesadaran arti penting  pembangunan.

Kemudian strategi substantif penunjang penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

1. peningkatan kapasitas dan kualitas kebijakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;

2. pengembangan manajemen dan mekenisme  proses pelaksanaan pelayanan publik.
2. KEBIJAKAN

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Kecamatan Warungpring adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan kelembagaan dalam rangka Pelayanan Publik dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Warungpring.
2. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan Sosial Serta penanggulangan kemiskinan

3. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah Kecamatan guna perwujudan kepemerintahan yang baik dan pelayanan Prima

5. Peningkatan sarana prasarana pemerintahan untuk mendukung etos kerja yang baik.
BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1  Rencana Program 
Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. 

Program-program Kecamatan Warungpring Tahun 2011-2016 secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman dari Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 2011-2016, yang terangkum dalam salah satu dari 10 Kebijakan Umum jangka menengah yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan derah yang baik dengan titik berat pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan peningkatan kinerja pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah. 

Berdasarkan kebijakan jangka menengah tersebut maka program program payung  jangka menengah  aspek  pemerintahan, pembangunan dan kesra serta ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut:

· Program perencanan pembangunan daerah 

· Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Serta Program-Program yang merupakan konversi dari belanja administrasi umum versi Kepmendagri 29 tahun 2002 yaitu : 

· Program Pelayanan administrasi perkantoran

· Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

· Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

· Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

· Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
5.2  Rencana Kegiatan

Aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program operasional yang berdimensi waktu 5 (lima) tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Warungpring pada Tahun 2011-2016 telah menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

· Program Perencanaan Pembangunan Daerah
kegiatan:
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.
· Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
kegiatan:
Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan
· Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

kegiatan:
1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11. Penyediaan makanan dan minuman

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13. Penyediaan jasa keamanan

· Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
kegiatan:
1. Pengadaan Peralatan Kerja (kamera digital)

2. Pengadaan komputer (notebook)

3. Pengadaan Proyektor dan kelengkapannya

4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua

5. Pengadaan peralatan kerja (handycam)

6. Pengadaan mebeleur

7. Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor

8. Pengadaan peralatan kerja (mesin foto copy)

9. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

14. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
15. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya.
16. Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor

17. Rehab sedang/berat gedung kantor (pagar keliling)
18. Pembangunan mushola kantor kecamatan

19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
20. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas
· Program Pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

· Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

kegiatan:

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Terselenggaranya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
· Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan:

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian KORPRI
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

· Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kegiatan:
Koordinasi kecamatan dan desa
· Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Kepemerintahan Daerah

Kegiatan:
 Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
BAB VI

INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 
1.
Urusan Pemerintahan
Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan pemerintahan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan indikator :

1) Terfasilitasinya partisipasi masyarakat bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
2) Terselenggaranya koordinasi kecamatan dan desa.
b.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur.dengan indikator :

1) 100% pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya tersedia.
2) 100 % pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu tersedia.

c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikator :
1) Terevaluasinya rancangan Perdes tentang APBDes.
d. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Kepemerintahan Daerah

1)  Terfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
2.
Urusan  Pembangunan
Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan  pembangunan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator :

a. Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan.
3.
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator kinerja dan target urusan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2010-2011 adalah sebagai berikut :

2.4 Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan indikator :
1)
Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan.
2.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.4.1 Tersosialisasi Peraturaturan perundang-undangan

2.4.2 Terselenggaranya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-   
       undangan.
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Warungpring Tahun 2011-2016 merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan roh penyelenggaraan pemerrintahan dan pembangunan yang akan di laksanakan dan menentukan kinerja Kecamatan Warungpring di masa-masa mendatang. 


Di tengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki Kecamatan Warungpring, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat stakeholder lainnya diharapakan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.


Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Warungpring memuat rumusan visi, misi, arah kebiakan rencana program serta keiatan indikatif yang akan di laksanakan selama periode 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan / anggaran yang tersedia.

Warungpring, 19 September 2011

CAMAT  WARUNGPRING

SETYO HADISUSILO,S.Sos
Pembina

Nip.19650522 198603 1 011

























































































































SEKCAM


SUGIYANTO,S.IP.





CAMAT


SETYO HADISUSILO, S.Sos.





KASUBAG PERENCANAAN


M U S L I H





KASUBAG KEUANGAN


TITIK SUMARNI





KASUBAG UMUM


ENI DIYARTI





KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL





KASI TATA PEMERINTAHAN


IMAM SUBANDI,S.Sos.





KASI PMD


TRIYATNO YULIHARSO, S.IP, M.Si





KASI TRANTIBUMUM


SUNTORO, S.IP























PAGE  
7
Rencana Stategis (RENSTRA)  Kecamatan Warungpring  2011-2016


